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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam hukum adat pada umumnya, pewarisan dapat terjadi sebelum
meninggalnya pewaris, yang disebut dengan pemberian, dan setelah
meninggalnya pewaris dapat disebut dengan wasiat. Seperti yang telah
disebutkan, dalam common law pewarisan, syarat kematian tidak menentukan,
dalam common law proses ini dapat berlangsung dalam bentuk pesan atau
wasiat.

Pengalihan hak teritorial yang merupakan perbuatan hukum, harus
membuktikan bahwa perbuatan hukum itu dilakukan dengan cara yang sah
menurut peraturan perundang-undangan. Keabsahan hukum dari suatu
tindakan dapat diukur dengan norma-norma yang telah dianut oleh para pihak
yang berperkara, dalam hal ini misalnya norma-norma common law, hukum
perdata atau hukum Islam, yang mengatur legalitas suatu tindakan.

Pelaksanaan beasiswa oleh masyarakat desa Watukawula dilakukan
atas dasar kesepakatan antara sesama yang ingin memberikan tanahnya secara
cuma-cuma kepada sesama. Sedangkan promosi dilakukan dengan prosedur

sebagai berikut:
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1. Para pihak pemberi hibah (orang tua) akan memberikan hibah
kepada penerima hibah (anak).

2. Kedua belah pihak si pemberi dansi penerima hibah sepakat adanya
hukum adat tersebut.

3. Adanya objek hibah berupa tanah.

4. Hibah tersebut disaksikan oleh keluarga terdekat.

Menyaksikan pelaksanaan hibah masyarakat dengan kesepakatan semu
atau secara lisan mengatakan hibah masyarakat adat adalah sah karena bersifat
khusus, i. H. Dalam hal ini pemberian hak substantif yang sebenarnya adalah
negara yang menjadi subyek lisensi, dan di sini jelas bahwa lisensi diberikan
di hadapan keluarga dan ahli waris, yang bersaksi dan mengetahui bahwa
lisensi dapat diberikan. diberikan. Oleh karena itu, konsesi yang diberikan
oleh para pihak adalah sah menurut hukum adat yang berlaku di desa
Watukawula.

Berdasarkan norma hukum positif yang berlaku yaitu ketentuan pasal
36 dan 37 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran dalam Kadaster, yang
menurutnya perbuatan tersebut harus didaftarkan dan dilakukan dengan
dokumen PPAT untuk memperoleh kepastian hukum, dan dalam hal
pemberian sertifikat, pihak yang melakukan perbuatan itu harus menghadap
seorang saksi yang berwenang dan dinyatakan oleh yang terakhir itu.

Tunjangan orang tua untuk anak-anak Anda dapat dilihat sebagai
warisan, itu telah menjadi tradisi atau kebiasaan di antara penduduk desa

Watukawula dalam sistem keluarga patrilineal, di mana hadiah diberikan
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ketika anak itu tumbuh dewasa. Setelah kematian orang tua dari beasiswa ini,
warisan dibagikan kepada ahli waris, kemudian diperhitungkan beasiswa dan
dihitung dengan proporsi yang harus diterima anak-anak yang terlibat jika
mereka tidak menerima bagian dari warisan keluarga melalui beasiswa. .

Jika sebaliknya seorang anak menerima beasiswa atau hadiah selama
orang tuanya masih hidup, sehingga dapat dianggap bahwa ia telah menerima
sebagian harta warisan dari orang tuanya, maka anak itu tidak berhak atas apa
pun. hak. properti lain yang diperoleh setelah kematian Ayah dibagi. Dengan
demikian, hubungan antara hadiah dan warisan menjadi jelas, sehingga hadiah
atau hadiah ini dapat dianggap sebagai warisan.

Namun demikian, dalam penelitian yang dilakukan di desa
Watukawula, tingkat pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat
desa tentang ilmu pengetahuan dan hukum waris masih sangat rendah. Pada
umumnya mereka memahami bahwa pemberian hadiah dan pembagian
warisan yang selama ini diterapkan adalah sesuai dengan hukum adat
setempat. Oleh karena itu, mereka tidak menyadari bahwa peraturan
perundang-undangan yang berlaku masih ada, karena masyarakat desa
Watukawula masih tunduk pada hukum adat.

B. Saran
Bagi warga Desa Watukawula tetap menjunjung tinggi hukum adat
dan kebiasaan memberikan bingkisan secara lisan sesuai dengan hukum yang
berlaku di Desa Watukawula. Namun, pernyataan hibah tertulis harus

disampaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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